HUMANISASI PENDIDIKAN DI MASA KRISIS MULTIDIMENSIONAL: IMPLIKASI GLOBALISASI DUNIA DAN UPAYA MENGEKSISTENSIKAN NILAI HUMANISASI PENDIDIKAN
 
Oleh 
Ika Oktavianti, S. Pd, M. Pd

Abstrak
Multidimentional crisis concerning the issue of honesty, truth, justice, abuse and other acts, faced by the Indonesian people need to be addressed in order to realize the next generation of a civilized nation. To make it happen, humanism education need to be enforced in order to anticipate the re-dimentional crisis is widespread. One effort that can be done through renewed educational wisdom that tends to emphasize affective education, which is manifested through moral education. The existence of role models of moral education in human beings will ultimately determine the totality of human identity intact in the social life and the lives of individuals.
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Pendahuluan
Selama beberapa dekade ini, krisis multidimensi masih sangat melekat dari Indonesia. Berbagai macam persoalan seperti KKN, kekerasan, ketimpangan dan kesenjangan, ketidakadilan, dan persoalan lainnya, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dipandang sebagai suatu proses memanusiakan manusia, dalam kenyataannya masih sebatas wacana saja. Terbukti ketika pendidikan hanya dijadikan sebagai alat politik oleh para penguasa, pendidikan hanya digunakan untuk mengejar strata ekonomi dan sosial yang tinggi. Tidak heran jika semua persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa ini, selalu dihubungkan dengan pendidikan, dan pendidikan menjadi kambing hitam atas semua permasalahan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pendidikan selalu terkait dengan manusia dan kehidupannya.
 Proses globalisasi mengakibatkan restrukturiasasi dunia yang disertai banjirnya informasi yang melanda dunia dan berdampak terhadap kehidupan nyata. Dengan adanya perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi, muncul berbagai permasalahan baik dari segi positif maupun negatif. Dari segi positifnya ialah memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan segi negatifnya akan timbul bila kondisi sosial budaya belum siap menerima perkembangan tersebut.
			Persoalan semakin pelik ketika kita dihadapkan pada era globalisasi yang menuntut kita selalu mengalami perubahan dan kebutuhan yang meningkat sesuai dengan perkembangannya, begitupula dengan iptek. 	Era globalisasi seperti sekarang ini, sudah tak mungkin lagi orang hidup sendirian, terpisah dari pergaulan global. Untuk itu ada baiknya mengedepan lima visi dasar abad ke-21 sebagaimana dikemukakan oleh United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) yang menyebutkan: (1) Learning how to think (belajar bagaimana berpikir), (2) Learning how to do (belajar hidup dan berbuat sesuatu), (3) Learning to be (belajar menjadi diri sendiri), (4)  Learning how to learn (belajar untuk belajar hidup), dan (5) Learning how to live together (belajar hidup bersama). 
			Agar ke lima visi pendidikan tersebut berjalan seimbang di era globalisasi selalu bersebrangan dengan kehadiran persoalan krisis multidimensional, perlu segera menggalakkan kembali pendidikan yang berbasis humanisasi. Disinilah humanisasi pendidikan yang syarat dengan pendidikan nilai seperti tanggung jawab, toleransi, solidaritas, dan penghormatan hak asasi manusia sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pendidikan afektif yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi perlu segera dikembangkan dan dilaksanakan. Permasalahannya, bagaimana mewujudkan pendidikan memanusiakan manusia seutuhnya dalam situasi dan kondisi negara yang sedang mengalami gejolak krisis multidimensional ini?.
Apapun permasalahannya, jika kita bertolak dari kondisi krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia, seharusnya makin menggugah kesadaran kita betapa pentingnya pendidikan afektif bagi anak-anak generasi penerus bangsa agar dapat memilih dan memilah pengaruh global. Untuk itu, pendidikan afektif yang diarahkan pada upaya terencana untuk menjamin moral anak-anak yang diharapkan menjadi manusia seutuhnya dan warga negara yang cinta akan bangsa dan tanah airnya, dapat menciptakan dan memelihara ketenteraman dan kerukunan masyarakat dan bangsa di kemudian hari perlu segera diberdayakan secara intensif di semua lingkungan pendidikan. Pendidikan afektif yang mengarah pada nilai-nilai religius dan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung di dalam Pancasila yang harus kita prioritaskan untuk menghadapi nilai globalisme.

Implikasi Globalisasi Dunia Terhadap Krisis Multidimensional dan Arah Pendidikan di Indonesia
Globalisasi yang lahir bersamaan dengan modernisasi di Barat sejak abad XVI melahirkan sistematisasi kehidupan ekonomi, hubungan internasional antarnegara, budaya global serta kesadaran global, terus berkembang hingga sekarang. Globalisasi di Indonesia ditandai dengan beralihnya masyarakat kita dari peradaban agraris ke peradaban mesin, industri dan informatika mempengaruhi kehidupan. Akibat dari berbagai perubahan cepat yang terjadi sebagai peningkatan IPTEK mempunyai dampak terhadap seluruh dimensi dan nilai kehidupan.
Dampak positif dari arus globalisasi telah memperluas pengetahuan bangsa kita dan meningkatkan daya pikir masyarakat. Dampak negatifnya, hilangnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia modern karena berorientasi terhadap materialism.  Jacob (1991) menyebutkan untuk maju dan dapat bersaing dalam pertumbuhan IPTEK, Negara-negara yang sedang berkembang berlomba dalam pembangunan. Hasil kemajuan diukur dalam hal-hal yang dapat diukur, misalnya benda, barang serta jumlah, dan percepatan membuatnya. Hal tersebut berdampak terhadap nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai to be yang merupakan pancaran kehidupan kejiwaan yang mendalam, terutama bersumber dari kehidupan religious keluarga, terus menerus bertarung dengan nilai-nilai to have yaitu hidup serba benda dan prestise lahiriah. Ciri materialism dalam gaya hidup ini berkembang terus sejajar dengan ketidakpuasan manusia. Keinginan untuk maju, berpacu dengan gaya yang terpancar dari kecenderungan untuk memiliki (to have), juga  dikarenakan keberhasilan seseorang yang selalu diukur dari segi lahiriah, cirri individualism dan materialism makin tampak. Hal ini sering ditambah pula dengan kurang adanya waktu mencernakan rangkaian yang begitu cepat terjadi, sehingga kurang adanya pemahaman terhadap maknanya. 
Globalisasi yang termanifestasikan dalam strukturnya melibatkan semua jaringan dengan tatanan global yang seragam dalam pola hubungan yang sifatnya penetratif, kompetitif, rasional dan pragmatis dalam berbagai kehidupan kita, terutama dalam dimensi ekonomi dan budaya. Konsekuensinya ialah di dalam berbagai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kita harus realistik, karena globalisasi menjadi tantangan yang terkait dengan daya saing dan prakarsa, yaitu kemampuan-kemampuan yang belum menjadi ciri budaya kita, yang sangat mementingkan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Peradaban dunia yang mengalami berbagai transisi dari era pertanian ke era industri dan era informasi, menampakkan diri secara simultan pada layar kehidupan bangsa Indonesia, yang berdampak terhadap keseluruhan masyarakat dan sistem pendidikan kita (Semiawan, 2008:3-4). Dalam menghadapi era globalisasi dunia, diperlukan upaya peningkatan penguasaan iptek. pendidikan harus berorientasi pada peningkatan penguasaan iptek yang mampu memacu perkembangan industri lebih cepat dan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. 
Untuk meningkatkan daya saing negara kita, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan SDM Indonesia terutama dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka orientasi dari pendidikan lebih penyiapan tenaga kerja. Dari sinilah akar permasalahan muncul, dimana pendidikan (1) diasumsikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial, (2) pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya, dan (3) institusi pendidikan tidak ubahnya seperi pencetak mesin ijazah. Hal ini disebabkan karena pendidikan lebih diarahkan pada menyiapkan tenaga kerja, bukan lagi pemikir-pemikir handal yang siap menganalisa kondisi, mengajarkan filosofi kehidupan dan moral.
Belum lagi, refleksi pendidikan akhir-akhir ini diwarnai dengan beberapa potret buram, seperti kecurangan ujian nasional, kekerasan antar pelajar,
intimidasi terhadap etika profesi pendidik, skandal praktik komersialisasi pendidikan, dan ada satu pendapat bahwa dunia pendidikan mempunyai andil besar dalam krisis multidimensional sekarang ini, karena tidak mampu melahirkan pribadi-pribadi utuh untuk dapat mengelola kekayaan dan kekuasaan negara dengan cerdas dan beradab. Buktinya, setelah reformasi berjalan, nasib bangsa makin terpuruk, KKN tidak bisa diberantas, bahkan makin meluas, keadilan hukum terasa makin jauh. Sedangkan energi intelektual sudah terkuras habis menghadapi krisis multidimensi tanpa ada kapastian jalan keluarnya. Para tokoh dan pemimpin bangsa yang terlibat konflik politik kekuasaan dan tindakan korupsi adalah anak kandung yang sah dari dunia pendidikan kita sendiri.
Bukan hanya potret buram yang melanda pendidikan di Indonesia, tetapi dalam penyelenggaraan pendidikan masih terdapat beberapa masalah seperti ketidakseimbangan dan ketidakmerataan pendidikan, padahal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 disebutkan: (ayat 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dimana pada ayat pertama ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan; dan (ayat 2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang, dimana ayat kedua memberikan petunjuk bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. 
Masalah ketidakseimbangan penyelenggaraan pendidikan tampak dalam: (1)  ketimpangan antara kualitas output pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, (2) ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa, antar penduduk kaya dan penduduk miskin. Masalah ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan ini muncul karena dalam era globalisasi ini pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial. Selain itu pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya. 
Masalah ketidakmerataan pendidikan tampak dari salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini. Secara nasional berdasarkan tabel dibawah ini, rata-rata buta huruf perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebuah pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF Ann M. Veneman pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia (17 October 2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar $1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat. Berikut sajian datanya:
Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun 
menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2008

	No
	PROVINSI
	L 
	P 
	L + P

	
	
	MH
	BH
	MH
	BH
	MH
	BH

	1.
	N. Aceh Darussalam 
	99,77
	0,23
	99,75
	0,25
	99,76
	0,24

	2.
	Sumatera Utara 
	99,82
	0,18
	99,62
	0,38
	99,72
	0,28

	3.
	Sumatera Barat  
	99,64
	0,36
	99,80
	0,20
	99,72
	0,28

	4.
	Riau 
	100,00
	
	99,82
	0,18
	99,91
	0,09

	5.
	Jambi 
	100,00
	
	99,76
	0,24
	99,88
	0,12

	6.
	Sumatera Selatan 
	99,68
	0,32
	99,67
	0,33
	99,67
	0,33

	7.
	Bengkulu 
	99,83
	0,17
	99,63
	0,37
	99,73
	0,27

	8.
	Lampung 
	99,93
	0,07
	99,90
	0,10
	99,91
	0,09

	9.
	Kep. Bangka Belitung 
	99,64
	0,36
	99,54
	0,46
	99,59
	0,41

	10.
	Kep. Riau 
	99,80
	0,20
	99,94
	0,06
	99,88
	0,12

	11.
	DKI Jakarta 
	100,00
	
	100,00
	
	100,00
	

	12.
	Jawa Barat 
	99,95
	0,05
	99,83
	0,17
	99,89
	0,11

	13.
	Jawa Tengah 
	99,71
	0,29
	99,76
	0,24
	99,73
	0,27

	14.
	DI Yogyakarta 
	99,91 
	0,09 
	99,90 
	0,10 
	99,90
	0,10

	15.
	Jawa Timur 
	99,59
	0,41 
	99,13 
	0,87 
	99,36 
	0,64

	16.
	Banten 
	100,00
	
	99,87
	0,13
	99,94
	0,06

	17.
	Bali 
	99,30
	0,70
	98,57
	1,43
	98,94
	1,06

	18.
	Nusa Tenggara Barat 
	99,54
	0,46
	98,24
	1,76
	98,83
	1,17

	19.
	Nusa Tenggara Timur 
	96,35
	3,65
	98,79
	1,21
	97,57
	2,43

	20.
	Kalimantan Barat 
	99,32
	0,68
	98,59
	1,41
	98,96
	1,04

	21.
	Kalimantan Tengah 
	99,80
	0,20
	99,75
	0,25
	99,78
	0,22

	22
	Kalimantan Selatan 
	99,89
	0,11
	99,74
	0,26
	99,81
	0,19

	23.
	Kalimantan Timur 
	99,82
	0,18
	99,84
	0,16
	99,83
	0,17

	24.
	Sulawesi Utara 
	99,83 
	0,17 
	99,89 
	0,11 
	99,86 
	0,14

	25.
	Sulawesi Tengah 
	99,74 
	0,26 
	99,90 
	0,10 
	99,82 
	0,18

	26.
	Sulawesi Selatan 
	97,80 
	2,20 
	98,32 
	1,68 
	98,07
	1,93

	27
	Sulawesi Tenggara 
	99,17
	0,83 
	99,48 
	0,52 
	 99,33 
	0,67

	28.
	Gorontalo 
	98,40
	1,60
	99,50
	0,50
	98,94
	1,06

	29.
	Sulawesi Barat 
	96,06
	3,94
	96,01
	3,99
	96,03
	3,97

	30.
	Maluku 
	99,75
	0,25
	99,58
	0,42
	99,67
	0,33

	31.
	Maluku Utara 
	99,42
	0,58
	99,75
	0,25
	99,58
	0,42

	32.
	Papua Barat 
	96,67
	3,33
	96,63
	3,37
	96,65
	3,35

	33.
	Papua 
	90,66 
	9,34 
	83,70 
	16,30 
	87,21 
	12,79

	Indonesia 
	99,54
	0,46
	99,38
	0,62
	99,46
	0,54


Sumber: Diolah dari Susenas 2008

Angka melek Huruf dan Buta Huruf penduduk Usia 15 tahun ke atas
(dalam %), Tahun 2008

	PROVINSI
	PERKOTAAN
	PEDESAAN
	PERKOTAAN + PEDESAAN

	
	L
	P
	Total
	L
	P
	Total
	L
	P
	Total

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	N. Aceh Darussalam 
	99,07 
	97,92 
	98,47 
	97,15 
	92,77 
	94,89 
	91,71 
	94,28 
	95,94

	Sumatera Utara 
	99,38 
	97,90 
	98,63 
	98,04 
	93,24 
	95,57 
	98,68 
	95,46 
	97,04

	Sumatera Barat  
	99,43 
	97,79 
	98,57 
	97,21 
	94,15 
	95,62 
	97,99 
	95,45 
	96,66

	Riau 
	99,50 
	97,37 
	98,44 
	98,49 
	95,58 
	97,07 
	99,00 
	96,50 
	97,76

	Jambi 
	98,77 
	95,53 
	97,14 
	97,46 
	91,25 
	94,41 
	97,89 
	92,69 
	95,31

	Sumatera Selatan 
	99,32 
	97,18 
	98,24 
	97,74 
	94,76 
	96,28 
	98,36 
	95,73 
	97,05

	Bengkulu 
	98,70 
	96,86 
	97,76 
	96,09 
	89,45 
	92,88 
	96,98 
	92,18 
	94,60

	Lampung 
	98,48 
	94,96 
	96,71 
	95,97 
	88,63 
	92,47 
	96,63 
	90,43 
	93,63

	Kep. Bangka Belitung 
	98,24 
	95,05 
	96,67 
	96,44 
	91,47 
	94,04 
	97,32 
	93,24 
	95,34

	Kep. Riau 
	98,36 
	96,70 
	97,48 
	96,69 
	91,10 
	93,86 
	97,57 
	94,18 
	95,81

	DKI Jakarta 
	99,56 
	97,96 
	98,74 
	-
	-
	-
	 99,56 
	97,96 
	98,74

	Jawa Barat 
	98,59 
	95,57 
	97,07 
	96,43 
	90,14 
	93,31 
	97,70 
	93,37 
	95,53

	Jawa Tengah 
	96,06 
	88,59 
	92,21 
	91,69 
	81,27 
	86,38 
	93,82 
	84,89 
	89,24

	DI Yogyakarta 
	96,32 
	88,56 
	92,41 
	90,99 
	77,70 
	84,10 
	94,46 
	84,64 
	89,45

	Jawa Timur 
	95,98 
	89,16 
	92,44 
	88,86 
	76,38 
	82,38 
	92,35 
	82,64 
	87,31

	Banten 
	98,22 
	95,42 
	96,80 
	96,46 
	88,61 
	82,69 
	97,54 
	92,88 
	95,21

	Bali 
	95,73 
	86,69 
	91,16 
	88,86 
	73,77 
	81,24 
	92,80 
	81,20 
	86,94

	Nusa Tenggara Barat 
	90,60 
	80,26 
	85,11 
	84,77 
	68,56 
	75,95 
	87,29 
	73,47 
	79,85

	Nusa Tenggara Timur 
	98,15 
	96,89 
	97,51 
	87,68 
	82,97 
	85,23 
	89,78 
	85,68 
	87,66

	Kalimantan Barat 
	95,99 
	89,59 
	92,75 
	92,30 
	81,06 
	86,84 
	93,32 
	83,55 
	88,52

	Kalimantan Tengah 
	99,14 
	97,76 
	98,45 
	97,87 
	95,33 
	96,65 
	98,30 
	96,19 
	97,27

	Kalimantan Selatan 
	98,87 
	95,59 
	97,17 
	96,59 
	93,54 
	93,54 
	97,54 
	92,70 
	95,08

	Kalimantan Timur 
	98,85 
	96,80 
	97,86 
	96,10 
	91,22 
	93,80 
	97,82 
	94,77 
	96,36

	Sulawesi Utara 
	99,63 
	99,09 
	99,36 
	99,21 
	98,75 
	98,98 
	99,39 
	98,90 
	99,15

	Sulawesi Tengah 
	99,63 
	98,25 
	98,94 
	96,70 
	92,70 
	94,75 
	97,34 
	93,96 
	95,68

	Sulawesi Selatan 
	96,07 
	93,36 
	94,64 
	85,86 
	79,66 
	82,57 
	89,23 
	84,15 
	86,53

	Sulawesi Tenggara 
	98,86 
	95,67 
	97,19 
	93,33 
	85,31 
	89,16 
	94,69 
	87,89 
	91,15

	Gorontalo 
	98,43 
	97,71 
	98,06 
	94,70 
	93,93 
	94,32 
	95,86 
	95,17 
	95,51

	Sulawesi Barat 
	94,65 
	90,31 
	92,33 
	88,00 
	81,18 
	84,54 
	90,28 
	84,55 
	87,31

	Maluku 
	99,27 
	98,39 
	98,82 
	98,02 
	95,44 
	96,72 
	98,37 
	96,28 
	97,31

	Maluku Utara 
	99,25 
	97,45 
	98,34 
	96,85 
	91,17 
	94,05 
	97,61 
	93,24 
	95,44

	Papua Barat 
	99,20 
	97,68 
	98,45 
	92,29 
	87,59 
	90,07 
	93,97 
	90,17 
	92,15

	Papua 
	99,26 
	97,41 
	98,38 
	70,97 
	56,89 
	64,12 
	77,97 
	66,61 
	72,47

	Indonesia
	97,66 
	93,31 
	95,44 
	93,19 
	84,96 
	89,03 
	95,38 
	89,10 
	92,19


    Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2008

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat melek huruf penduduk usia 15–24 tahun di pedesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penduduk perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh angka melek huruf penduduk usia 15–24 tahun yang hanya sedikit lebih tinggi di perkotaan dibanding pedesaan baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk semua kelompok pengeluaran keluarga. Apabila kisaran usia diperlebar menjadi 15 tahun ke atas, tampak bahwa kesenjangan tingkat melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan di pedesaan (rasio 89,1 persen) lebih besar dibanding penduduk perkotaan (rasio 94,5 persen).
Indikator yang lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut sajian datanya:
Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional, Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008

	PROVINSI
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN

	
	SD
	SMP
	SMU
	SD
	SMP
	SMU

	N. Aceh Darussalam 
	113,63 
	90,00 
	76,16 
	114,60 
	87,88 
	76,29

	Sumatera Utara 
	112,03 
	90,33 
	66,85 
	111,98 
	88,55 
	71,13

	Sumatera Barat  
	109,65 
	76,83 
	65,52 
	109,15 
	83,57 
	73,49

	Riau 
	111,78 
	88,22 
	66,59 
	110,45 
	84,93 
	68,11

	Jambi 
	111,09 
	77,56 
	58,23 
	109,69 
	80,88 
	57,82

	Sumatera Selatan 
	111,71 
	80,53 
	53,27 
	111,43 
	84,94 
	54,17

	Bengkulu 
	107,69 
	86,48 
	60,41 
	112,59 
	82,66 
	64,06

	Lampung 
	106,66 
	79,79 
	51,80 
	110,77 
	85,09 
	52,59

	Kep. Bangka Belitung 
	111,72 
	69,39 
	46,27 
	113,19 
	69,47 
	56,34

	Kep. Riau 
	113,45 
	87,33 
	65,62 
	113,12 
	88,29 
	66,81

	DKI Jakarta 
	110,24 
	89,09 
	69,81 
	109,45 
	87,45 
	59,59

	Jawa Barat 
	105,69 
	80,21 
	47,83 
	106,17 
	80,05 
	46,44

	Jawa Tengah 
	109,56 
	80,99 
	57,29 
	109,53 
	84,61 
	57,33

	DI Yogyakarta 
	113,56 
	91,88 
	79,32 
	110,55 
	98,71 
	71,10

	Jawa Timur 
	108,95 
	83,93 
	66,05 
	109,85 
	85,06 
	58,33

	Banten 
	107,49 
	79,64 
	53,88 
	106,76 
	73,73 
	50,38

	Bali 
	111,50 
	77,92 
	74,37 
	109,19 
	77,89 
	68,01

	Nusa Tenggara Barat 
	109,66 
	82,94 
	53,59 
	106,71 
	82,36 
	57,98

	Nusa Tenggara Timur 
	109,35 
	61,84 
	49,67 
	107,23 
	64,44 
	51,02

	Kalimantan Barat 
	115,55 
	71,98 
	49,67 
	115,52 
	68,19 
	54,36

	Kalimantan Tengah 
	115,82 
	74,23 
	49,57 
	117,47 
	74,95 
	53,79

	Kalimantan Selatan 
	116,62 
	74,16 
	40,48 
	111,61 
	76,27 
	43,97

	Kalimantan Timur 
	110,90 
	91,30 
	71,25 
	111,13 
	89,82 
	66,78

	Sulawesi Utara 
	114,80 
	78,51 
	61,63 
	111,39 
	88,08 
	74,97

	Sulawesi Tengah 
	109,01 
	75,75 
	56,34 
	109,37 
	78,94 
	53,79

	Sulawesi Selatan 
	109,56 
	67,53 
	52,82 
	108,37 
	75,72 
	54,02

	Sulawesi Tenggara 
	112,02 
	78,45 
	60,70 
	111,13 
	86,06 
	61,14

	Gorontalo 
	107,05 
	65,47 
	46,85 
	115,68 
	62,61 
	50,49

	Sulawesi Barat 
	105,18 
	60,05 
	44,29 
	111,77 
	60,71 
	35,80

	Maluku 
	111,29 
	88,91 
	81,39 
	117,02 
	83,16 
	69,39

	Maluku Utara 
	113,84 
	85,05 
	60,30 
	111,73 
	82,13 
	72,01

	Papua Barat 
	119,36 
	64,34 
	59,34 
	117,45 
	60,43 
	47,66

	Papua 
	102,98 
	71,10 
	49,62 
	97,36 
	67,75 
	47,65

	Indonesia 
	109,42 
	80,89 
	57,87 
	109,41 
	81,89 
	56,95


Sumber : Diolah dari Susenas 2008

Untuk kategori APK perguruan tinggi, Yogyakarta menempati urutan tertinggi baik untuk laki-laki dan perempuan yaitu 57,71 (laki-laki) dan 45,83 (perempuan) sedangkan peringkat terendah berada di provinsi Riau dengan APK untuk laki-laki sebesar 6,95 dan 5,78 untuk perempuan. Di wilayah pulau Sumatera APK perguruan tinggi cenderung yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dan bahkan dibeberapa provinsi perempuan lebih tinggi dari APK laki-laki. 
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi, 
Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2008

	NO
	PROVINSI
	L
	P
	NO
	PROVINSI
	L
	P

	1 
	N. Aceh Darussalam 
	20,28 
	25,37 
	18 
	NTB 
	18,51 
	16,05

	2 
	Sumatera Utara 
	10,41 
	14,55  
	19
	NTT 
	12,86 
	15,28

	3 
	Sumatera Barat 
	18,05 
	26,52
	20 
	Kalimantan Barat 
	10,12 
	9,85

	4 
	Riau 
	11,13
	14,80 
	21 
	Kalimantan Tengah 
	10,70 
	11,56

	5 
	Jambi 
	10,56 
	15,83 
	22 
	Kalimantan Selatan 
	11,90 
	12,99

	6 
	Sumatera Selatan 
	10,13 
	12,60 
	23 
	Kalimantan Timur 
	14,22 
	14,20

	7 
	Bengkulu 
	16,35 
	18,73 
	24 
	Sulawesi Utara 
	13,09 
	15,14

	8 
	Lampung 
	9,04 
	9,49 
	25 
	Sulawesi Tengah 
	16,01 
	18,12

	9 
	Kep. Bangka Belitung 
	8,41 
	9,21 
	26 
	Sulawesi Selatan 
	16,39 
	23,23

	10 
	Kep. Riau 
	6,95 
	5,78 
	27 
	Sulawesi Tenggara 
	17,66 
	19,49

	11 
	DKI Jakarta 
	22,69 
	18,79 
	28
	 Gorontalo 
	9,54 
	17,05

	12 
	Jawa Barat 
	13,52 
	12,72 
	29
	Sulawesi Barat 
	13,59 
	12,99

	13 
	Jawa Tengah 
	12,63 
	10,98 
	30
	Maluku 
	17,68 
	24,15

	14 
	DI Yogyakarta 
	57,71 
	45,83 
	31
	Maluku Utara 
	15,99 
	14,60

	15 
	Jawa Timur 
	12,21 
	12,59 
	32
	Papua Barat 
	9,31 
	8,36

	16 
	Banten 
	14,38 
	11,79 
	33
	Papua 
	11,28 
	10,18

	17
	Bali 
	16,99 
	15,54 
	Indonesia 
	14,25 
	14,58


Sumber : Diolah dari Susenas 2008

Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian APK menurut jenis kelamin dan provinsi, melihat angka-angka tersebut bahwa program wajib belajar 6 tahun telah tercapai, namun program wajib belajar 9 tahun belum tercapai di semua provinsi. Di beberapa provinsi seperti NAD, Sumatera Utara, dan D.I ypgyakarta telah mencapai 90 persen. Ada perbedaan pencapaian antara anak laki-laki dan anak perempuan meskipun tidak signifikan, dan justru pada beberapa provinsi pada jenjang SMP dan SMU anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.
Beberapa masalah-masalah multidimensi tersebut harus segera diatasi mengingat pentingnya peran dan kontribusi pendidikan merupakan upaya pengembang sumberdaya manusia (SDM) yang penting dalam pembangunan suatu bangsa. Berkaca pada pengalaman negara-negara maju, upaya-upaya pembangunan di era global dan liberalisasi ekonomi ini, hampir selalu merupakan padanan dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terdidik, yang mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara cepat dan bervariasi. Namun bukan hanya kemampuan intelektual dan ketrampilan saja yang perlu dikembangkan namun aspek memanusiakan manusia juga sangat penting untuk diterapkan berdasarkan hakekat pendidikan yang sesungguhnya, agar lulusan pendidikan mampu memaknai arti kehidupan yang sesungguhnya.

Memahami Kembali Hakikat Pendidikan dan Humanisasi Pendidikan
Secara umum, pendidikan merupakan usaha manusiawi untuk memanusiakan manusia agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia yang membantu menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Agar lebih memahami makna pendidikan, ada dua klasifikasi besar teori pendidikan yang dapat digunakan untuk menemukan makna hakikat pendidikan, yaitu pendekatan reduksionisme dan pendekatan holistik integratif. 
Pertama, pendekatan reduksionisme dalam hakikat pendidikan merupakan suatu pandangan yang berusaha menyederhanakan konsep pendidikan agar mudah dipahami konsep yang ingin ditandaskan. Menurut Tilaar (1999:19-32) mengelompokkan pendekatan ini meliputi enam teori, yaitu: 
1. Pendekatan pedagogisme menekankan pada pengembangan potensi peserta didik ini telah melahirkan konsep child centered education (pendidikan berpusat pada anak). 
2. Pendekatan filosofis menegaskan bahwa pendidikan harus memperhatikan perkembangan siswa.
3. Pendekatan religius menekankan moralitas karena memandang bahwa hakekatnya manusia adalah mahluk religi sehingga kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang mengantarkan pada keadaan manusia sebagai mahluk Tuhan.
4. Pendekatan psikologis mengacu pada tolak ukur perilaku dimana hakikat pendidikan adalah suatu proses belajar dan pembelajaran peserta didik.
5. Pendekatan negativis yang memandang bahwa untuk membentuk peserta didik yang kuat dan berguna, pendidikan harus mengajarkan materi yang menyangkut to learn to live together seperti yang direkomendasikan UNESCO. Menurut pendekatan ini, ada tiga teori pendidikan yang sifatnya negatif, yaitu:
a. Teori yang menyatakan bahwa tugas pendidikan ialah menjaga pertumbuhan anak, dimana anak diisolasi dari hal negatif agar perkembangannya wajar. Menurut pendekatan ini, pertumbuhan siswa tidak mungkin berlangsung hanya dengan menjaga dari aspek negatif sebab didalamnya diperlukan dorongan stimulasi pedagogik yang mengembangkan optimalisasi potensi peserta didik.
b. Teori yang menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah pembudayaan individu. Menurut pendekatan ini, langkah pendidikan kedua (pembudayaan) tersimpan pertentangan dengan langkah pertama (isolasi) mengingat pembudayaan membutuhkan interaksi sosial yang didalamnya akan penuh dengan pengaruh negatif. 
c. Teori yang menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah melatih peserta didik menjadi warga negara yang berguna. Menurut pendekatan ini, tidak mungkin tumbuh menjadi warga negara yang berguna apabila tidak diperkenalkan hal-hal negatif yang bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar mandiri dan mengambil keputusan sendiri secara moral. 
6. Pendekatan sosiologis mengarahkan hakikat pendidikan pada kepentingan hidup bersama dalam masyarakat yang didasarkan pada realita bahwa peserta didik sesungguhnya merupakan anggota masyarakat yang kelak akan kembali kepada masyarakat untuk tujuan pembangunan. 
Kedua, pendekatan holistik integratif yang beorientasi secara komprehensif akan hakikat pendidikan yaitu suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat dan membudaya dalam dimensi lokal, nasional, internasional. Menurut Imron (2008:28-29), secara operasional hakikat pendidikan dalam perspektif holistik senantiasa memiliki komponen sebagai berikut: (1) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dimana pendidikan selalu berinteraksi dengan lingkungan baik lingkungan sosial manusia, lingkungan budaya dan ekologis; (2) Eksistensi manusia yang memasyarakat dimana proses pendidikan harus diarahkan pada manifestasi eksistensi manusia sebagai mahluk dan anggota masyarakat; (3) Proses pendidikan berarti menumbuhkembangkan eksistensi manusia; dan (4) Proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya dimana pendidikan dipandang sebagai proses penanaman dan penghayatan nilai dari kemasyarakatan.
Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Menurut Achmad Dardiri (dalam Siswoyo, 2007:1), dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan kearah yang positif. Dengan pendidikan, diharapkan manusia dapat meningkat dan berkembang seluruh potensi atau bakat alamiahnya sehingga menjadi manusia yang relatif lebih baik, lebih berbudaya dan lebih manusiawi.  
 Berdasarkan uraian diatas, hakikat pendidikan yang diperlukan untuk bangsa Indonesia saat ini, bukan hanya pendidikan yang menyiapkan subyek didik untuk dapat mengarahkan potensi diri dan moral secara individual dan kelompok, tetapi juga pengembangan diri secara holistik yang meliputi aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar dapat menangkap makna kehidupan. Meskipun era globalisasi memang mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan, namun hakekat sejati pendidikan yang berpedoman pada humanisasi jangan sampai luntur karena pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk mengeksistensikan dimensi-dimensi yang ada pada diri manusia. Menurut Tirtaraharja dan La Sulo (2005:17), dimensi-dimensi kemanusiaan yang ada pada diri manusia terdiri dari empat yaitu (1) dimensi keindividualan, (2) dimensi kesosialan, (3) dimensi kesusilaan, dan (4) dimensi keberagaman. Jose Ortega Y.Gasset (dalam Siswoyo, 2007:11) mengusulkan dimensi kesejarahan manusia sebagai dimensi tambahan dari keempat dimensi yang diusulkan oleh Tirtaraharja dan La Sulo. Menjadi manusia yang manusiawi berarti dapat menempatkan orang lain pada posisi yang berbudaya dan beradab (civilized). Tugas pendidikan yang dapat membentuk seseorang menjadi berbudaya dan beradab itu, sebab melalui humanisasi pendidikan manusia dibawa dan diarahkan pada sikap dan perilaku peserta didik kepada pendewasaan diri sehingga memiliki mentalitas yang manusiawi yaitu punya kemampuan untuk menempatkan diri secara wajar, pengendalian diri, berbudaya dan beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu tidak salah jika berbagai krisis multidimensional yang ada di Indonesia menyalahkan pendidikan karena dirasa belum mampu menciptakan manusia-manusia yang mampu mengembangkan kelima dimensi manusia.

Upaya Mengeksistensikan Nilai Humanisasi Pendidikan di Indonesia
Para ahli semakin menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan afektif, supaya tujuan pendidikan yang sebenarnya dapat tercapai. Tujuan tersebut ialah bahwa subyek didik mampu dan mau mengamalkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih setelah temuan bahwa EQ (emotional quotient) menyumbang 80% terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan dibandingkan dengan IQ (intelegence quotient) yang hanya menyumbangkan 20% (Goleman dalam Zuchdi, 2008:67). Oleh karena itu perlu adanya reformasi terhadap kebijakasanaan pendidikan yang lebih mengarah pada pendidikan afektif. 
Menurut Carter V. Good, kebijaksanaan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bias tercapai (Imron, 2008:18). Pendidikan afektif perlu dikedepankan mengingat situasi diberbagai bagian dunia cukup memprihatinkan. Konflik-konflik yang sulit diatasi dan berwujud perang muncul diberbagai penjuru dunia. Konflik antar pelajar juga sering terjadi di Negara kita. Kebebasan yang tidak terkendali antara lain berupa pergaulan yang melanggar norma agama banyak terjadi dalam masyarakat. Demikian juga berbagai tindak kriminal, perjudian, penggunaan obat terlarang, minuman keras, dan narkotik. Kenyataan ini membuat dunia pendidikan, khususnya sekolah tidak mempunyai cara lain, kecuali menekankan pendidikan afektif, khususnya pendidikan nilai dan sikap (Zuchdi, 2008:21). Adanya panutan nilai, moral, dan norma dalam diri manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas diri individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan individu. Oleh karena itu, pendidikan afektif yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosialnya. Ini mengingat bahwa dunia afektif yang ada pada setiap manusia harus selalu dibina secara berkelanjutan, terarah, dan terencana sehubungan dengan sifatnya yang labil dan kontekstual.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengeksistensikan pendidikan nilai dan sikap ditempuh melalui pendidikan moral yang harus diberikan secara berkesinambungan pada tiga lingkungan pendidikan yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat). Idealnya, pembentukan aspek kognitif dalam diri anak didik menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua dan pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga-lembaga kursus, dan sejenisnya). Filsafat antropologi Buber (Friedman, 1978) menyatakan the fundamental fact of human existence is man with man. Bila pendidikan disesuaikan kepada tuntutan masa depan, yang mengandung kondisi persyaratan untuk mampu membawa perubahan pada masyarakat kita, dalam upaya memperbaiki kondisi kehidupan sebagaimana menjadi tuntutan zaman, maka seyogyanya ada wawasan untuk memiliki cita-cita sasaran jangka panjang dan jangka pendek untuk dicapai. Maka pendidikan moral harus secara bekesinambungan pada tiga bagian pendidikan supaya pendidikan moral yang diberikan tidak hanya berjangka pendek saja tetapi berjangka panjang dari peserta didik dalam proses pendidikan sampai pada proses pengabdian pada masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, masalah pendidikan sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu orangtua, pendidik (guru) dan masyarakat.
Jika selama ini pendidikan afektif tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan kurang adanya kerjasama dan peran dari ketiga bagian dari pendidikan tersebut. Pendidikan di sekolah dan masyarakat (lembaga pendidikan non formal) hanya memberikan pendidikan IPTEK dan ketrampilan tanpa adanya pemantapan pendidikan moral. Keluarga yang menjadi ''emrio'' masyarakat juga sering mengabaikan pendidikan moral pada anak dan menyerahkan secara menyeluruh pendidikan anak pada lembaga sekolah dan masyarakat. Seharusnya, pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua, sekolah dan masyarakat.  Apabila manusia yang sudah mengalami proses pendidikan tidak bermoral seperti sering membuat keonaran, perkelahian, terlibat narkoba, seks bebas, dan melakukan tindakan kriminal (KKN, mencuri), ketiga bagian pendidikan itulah yang seharusnya disalahkan, karena jika hanya salah satu bagian pendidikan saja yang disalahkan, maka pendidikan dan krisis multidimensional di Indonesia akan semakin terpuruk. 
Pendidikan moral mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketrampilan, dan perilaku yang baik, jujur, dan penyayang. Tujuan utamanya adalah menghasilkan individu yang memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan moral mengandung beberapa komponen yaitu pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan dan mementingkan kepentingan orang lain, serta tendensi moral. Institusi keluargalah harus berperan aktif dalam membentuk aspek afektif anak-anak didik salah satunya melalui pendidikan keluarga. Oleh karena itu, pelajaran agama dan penanaman nilai-nilai kejujuran harus digalakkan di lingkungan keluarga. Orang tua juga harus memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik dalam pergaulan dan kehidupan agar dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Selain itu, pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil dengan jalan membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat yang baik, serta adil. 
Di lingkungan sekolah, pendidikan moral memang sudah diberikan terutama melalui pendidikan kewarganegaraan. Sejak tahun 1970-an terjadi suatu gerakan dalam pendidikan yang disebut cooperative learning (belajar kooperatif) dimana semua mata pelajaran dalam pendidikan harus berisi tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, bukan hanya pendidikan kewarganegaraan saja yang berisi tentang pendidikan afektif, namun semua mata pelajaran juga berisi tentang pendidikan afektif. Meskipun demikian, pendidikan afektif masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Lemahnya pendidikan afektif di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Zuchdi (2008:21), salah satu faktor penyebab tersebut ialah guru-guru merasa kurang mantap dalam merumuskan tujuan afektif. Sebab yang lain, tujuan afektif lebih sulit diukur daripada tujuan kognitif. 
Untuk lebih memantapkan proses pendidikan afektif di sekolah, menurut Kohlberg (dalam Zuchdi, 2008:58) didasarkan pada teori perkembangan moral disebut pendekatan kognitif. Ada 2 macam peran guru dalam teori Kohlberg, yaitu (1) menciptakan konflik kognitif dan (2) merangsang perspektif sosial murid-murid. Dalam mengajar, guru perlu mengatur kegiatan belajar dalam suatu pola interaksi sosial. Langkah-langkah pedagogis yang harus dilakukan untuk menumbuhkan penalaran moral murid-murid meliputi: pengembangan kesadaran moral, seni bertanya dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk perkembangan moral.
Mengenai perilaku guru, Thomas Linkona (dalam Zuchdi, 2008:58) menyatakan bahwa dalam mengajar di kelas harus berfungsi sebagai: (1) Pengasuh, dimana guru harus bisa mencintai dan menghargai murid-murid, menolong mereka agar berhasil di sekolah, mengembangkan kesadaran akan harga diri mereka, dan memperlakukan murid-muridnya secara bermoral sehingga mereka dapat mengalami apa yang dimaksud dengan moralitas; (2) Model (pemberi teladan), dimana guru sebagai orang yang beretika dimana guru harus menunjukkan dalam perilakunya rasa hormat dan tanggung jawab yang tinggi baik di dalam maupun di luar kelas. Guru juga dapat member teladan dengan memberikan perhatian pada moralitas dan melakukan penalaran moral melalui reaksi-reaksinya terhadap kejadian-kejadian yang secara moral bermakna dalam kehidupan sekolah dan kehidupan secara luas; dan (3) Mentor, dimana guru menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi kelas, bercerita, pemberian dorongan, dan memberikan respons yang berupa koreksi jika murid-murid melukai perasaan teman-teman mereka atau perasaan guru. 
Untuk menerapkan pendidikan moral di sekolah, guru harus mempunyai strategi. Zuchdi (2008:62) menuliskan salah satu contoh praktik stategi yang dilakukan guru dalam mengembangankan pendidikan moral pada mata pelajaran IPS di kelas 8 oleh guru di Brooklin, Massachussetts (Amerika Serikat):
1. Pengembangan suasana kelas yang saling mempercayai. Guru menciptakan suasana kelas yang diwarnai oleh rasa saling percaya, baik antara murid dan guru maupun antara sesama murid. Hal ini dilakukan dengan strategi guru mengatur tempat duduk dibuat melingkar agar memudahkan komunikasi antara murid yang satu dengan yang lain. Tugas dikerjakan dalam kelompok, murid-murid bersama-sama melakukan tugas tersebut. Inilah cara untuk membangun rasa saling mempercayai.
2. Mengidentifikasi dan memperjelas konflik moral dengan membuat dilemma. Hal pertama yang harus dilakukan ialah menyadari munculnya situasi dilematis dalam materi pelajaran. Misalnya yang terkait dengan topik kesadaran hukum, muncul suatu situasi dilematis yaitu seseorang ayah yang harus melaporkan pencurian yang dilakukan oleh anak kandungnya ke polisi. Perlu juga dibahas dengan murid-murid pengertian dilema. Dengan demikian, diharapkan murid-murid dapat mengidentifikasi situasi dilematis dari pengalaman mereka. Kegiatan berikutnya ialah memperjelas dilema yang telah ditulis, dimana anak diminta mengemukakan secara lisan dilema yang telah ditulis, sementara itu anak-anak lain mendengarkan dengan penuh perhatian sambil membandingkan dengan dilema yang ditulisnya. Guru mengajak murid-murid mendiskusikan setiap dilema yang telah dikemukakan secara lisan, agar mereka dapat menggambarkan situasi benar-benar dilematis secara tertulis.
3. Memfokuskan pada penalaran moral. Perlu ditempuh berbagai cara agar murid-murid dapat menerima perbedaan. Misalnya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kita memang diciptakan Allah dengan keadaan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan kita diperintahkan untuk saling mengenal. Hal tersebut akan mendorong siswa memahami pandangan orang lain dan membuat mereka tertarik untuk mengetahui dan mempelajari hal-hal yang biasa mereka hadapi.
4. Simulasi memahami pandangan. Memahami pandangan merupakan dasar dari setiap hubungan manusia. Guru harus bisa memahami pandangan setiap murid dan memberikan dorongan kepada murid-murid untuk bisa saling memahami pandangan.
5. Pengembangan ketrampilan murid. Melalui diskusi dilema moral, murid-murid didorong agar bersifat kooperatif (mau bekerja sama), saling mempercayai, mengidentifikasi, dan memperjelas situasi dilematis baik di dalam maupun di luar kelas, mengembangkan kemampuan melakukan penalaran moral dan juga kemampuan menerima pandangan orang lain.
Setelah dilakukan tahap pembelajaran, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Perilaku moral hanya mungkin dievaluasi secara akurat dengan melakukan observasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan secara terus menerus. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan apakah perilaku yang diamati sudah menunjukkan watak atau kualitas akhlak yang akan dievaluasi. Ada berbagai cara untuk mengukur karakteristik afektif. Pertama, evaluasi belajar afektif secara formal dapat dilakukan dengan cara menggunakan skala Likert yang berupa pernyataan-pernyataan pilihan respons berkala lima, yaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kedua, evaluasi belajar afektif secara informal dapat dilakukan dengan cara catatan anecdotal, wawancara, percakapan, partisipasi dalam diskusi, kelompok pemecahan masalah, dan evaluasi diri (Zuchdi, 2008:100-103).
Pendidikan diharapkan memberikan pengetahuan yang memungkinkan orang dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan dalam tugas-tugas professional dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat seperti sekarang ini, kerap kali pengetahuan yang kita miliki tidak dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan ketrampilan berfikir kritis dan kreatif, ketrampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Perlu adanya kepekaan terhadap masalah yang muncul dalam masyarakat dan kejelian untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan secara tepat.
Selain mengupayakan pendidikan humanisme melalui pembelajaran pendidikan moral pada tiga pusat pendidikan, kebijakan pendidikan yang humanistis juga harus dilakukan oleh pemerintah melalui pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang didasarkan atas budaya, kemampuan, kebutuhan objektif negara. Hal ini diwujudkan dengan pemerataan pendidikan dan fasilitas pendidikan untuk semua golongan masyarakat baik yang berada di desa maupun di kota, kaya maupun miskin. Meskipun berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Hal ini disebabkan karena, kebijaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya masih berasal dari warisan kolonial, hal ini disebabkan pada saat baru pertama kali merdeka belum sempat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Mas Achmad Icksan (dalam Imron, 2008:99-101) mengidentifikasikan ciri-ciri kebijaksanaan pendidikan yang merupakan warisan kaum kolonial sebagai berikut: (1) Sifatnya yang elitis atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat; (2) Berorientasi sosio-ekonomis yaitu berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional dimana negara-negara maju berposisi sebagai sentra, sementara negara-negara berkembang sekedar sebagai periferalnya; (3) Liberal, rasional, individual, achievement oriented dan sosial alienated; (4) Tidak berakar pada transisi dan budaya setempat; dan (5) Berorientasi pada masyarakat kota
Ciri-ciri kebijaksanaan di atas pada dasarnya bertolak belakang dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan: (1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD'45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dimana layanan pendidikan harus dirasakan oleh semua kalangan masyarakat; (2) Jika pendidikan berorientasi pada sosio-ekonomis, maka negara-negara berkembang akan kesulitan mencapai strategi pendidikan yang sudah dirancang kerena terombang-ambing oleh pasang surutnya, naik turunnya dan jaya hancurnya konsep-konsep mengenai pendidikan di negara-negara maju; (3) Ciri-ciri pendidikan liberal, rasional, individual, achievement oriented dan sosial alienated berlawanan dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara berkembang diman masyarakat negara berkembang menjunjung tinggi kolektivisme; selain rasionalitas dalam pendidikan juga menanamkan budaya-budaya yang menjunjung segi emosionalitas dan batiniah, kesetiakawanan sosial dan gotong royong; masyarakat tidak menginginkan pendidikan yang bersifat achievement oriented dan sosial alienated melainkan sosialisasi siswa dengan lingkungannya; (4) Pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan budaya. Jika tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat, maka para siswanya bias mengalami keterasingan budaya; (5) Sebagian wilayah negara maju merupakan pedesaan. Jika pendidikan hanya diorientasikan pada masyarakat kota, maka akan terjadi ketidakseimbangan pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya antara penduduk kota dan desa. Berkaca dari persoalan ini, pembangunan sistem pendidikan yang didasarkan atas budaya, kemampuan, kebutuhan objektif negara berkembang sendiri adalah suatu kebutuhan mendesak yang akan memberikan kejayaan humanisme pendidikan kepada negara berkembang seperti Indonesia. 
Penutup
Pendidikan dituding menjadi salah satu penyebab krisis dimensional yang melanda Indonesia. Krisis multidimensional ini memerlukan penanganan yang serius, apalagi ditengah globalisasi dunia dimana perubahan-perubahan terjadi dengan sangat cepat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merombak kembali kebijaksanaan pendidikan yang lebih humanistis yaitu melalui pendidikan afektif yang mengarah pada pendidikan moral. Untuk dapat melakukan pendidikan moral dapat dilakukan oleh tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga menjadi wadah yang utama untuk menumbuhkembangkan pendidikan moral sebab peran keluarga dalam pendidikan nilai mendukung terjadinya proses identifikasi dan internalisasi langsung dari nilai-nilai moral yang ditanamkan. Lingkungan pendidikan dan masyarakat menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mental serta moral anak didik. Untuk itu, sekolah dan masyarakat diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam pengembangan mental, moral sosial dan segala aspek kepribadiannya. Pemerintah juga harus mengadakan reformasi kebijaksanaan pendidikan yang lebih  humanistis yang ditunjukkan dengan jalan pemerataan pendidikan di seluruh kalangan rakyat Indonesia.
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